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ABSTRAK

lde parubahan terhadap UUD 1845 selalu melahirkan kutub-kutub

anlara yang

perbedaan
pro dan yang kontra. Mungidniah merubah UUD 18457 Pasal 37 UUD1945 menegaskan
bahwa wewenang untuk merubahnya ada di tangan MPR. Namun demiklan bagaimana
cara atau sistem merubahnya? Pasal 37 UUD 1945 hanya memberl peluang untuk mengubah
buian menganti UUD1945. Karena itu dari sudut pandang Hukum Tata Negara, reformasi
UUD 1945 dapat ditempiih dengan cara pembuatan emendemen-amandemen buken dengan -

cara mengganti UUD 1845,

Pendzhuluan

Setelah lehih tiga dasawarsa (1966-1898)
rejim Orde Baru barkuasa di panggung politik
ketatanegaraan Indonesla, pada akhimya
sejarah mencatat yang sama seperti yang
dialami Orde lama pada tahun 19868, Orde
Baru pada penghujung Mei 1998 runtuh
ditandai dengan mundumya Socharto dari
jabatan kepresidenan. Mundumya Soeharto
dari singgasana kepresidenan merupakan
prasyarat utama sebuah reformasi.

Semangat reformasi telah menjadi per-
juangan dalam rengka membangun kembali
kehidupan yang lebth adil, bardautat, konsti-
tusional, demokrasi dan berdasarkan hukum
yang telah dirampas dalam rentang wakiu
yang cukup panjang.

Gema reformasi telah menggetarkan
hampir semua sendi-sendi kehidupan ber-
bangsa dan bermegara. MPR dan BPR. MA
dan DPA didesak untuk direformasi.

Lembaga pemerintah diturdut untuk me-
lakukan gerakan reformasi secepatnya.

Banhkan gerakan reformasi mulai mernyentuh
aspek fundamental kehidupan berbangsa
dan bemegara, yakni sumber utama hukum
tata negara Indonesia UUD 19456.

Karena itu hemat penulis sebelum kita
membahas reformasi Hukum Tata Negara
paru terlebth dahulu kite :neningkatkan
pemahaman kita pada dasar-tasar sistem
ketatanegaraan yang telah kita anut yakni
Pancasila dan UUD 1945.

UUD 1945 dan Dinamika Masyarakat

UUD 1945 sepertt kita katahui bersama,
dirancang dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh
bangsa pendin negara yang terwadahi dalam
BPUPKI dan PPKI. Sekitar bulan Mei, Juni,
Juli dan Agustus 1845 tokoh-tokoh bangsa itu
sebagai anggota BPUPKI dan PPKI dalam
suasana yang diliputi beberapa perbedaan
pandangan mendasar diantara mereka,
akhirmyz memperoleh kesepakatan yang me-
rupakan konsensus nasional pertama bang-
sa Indonesla yaitu ditetapkannya dasar
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negara Pancasila dan UUD 1948,

Konsensus nasional tersebut merupa-
kan hasil puncak yang gemilang sebagai
perjanjian yang luhur bangsa Indonesia pada
waktu mendirikan negara Indonesia.’

Apabila kita mengiafi persidangan BPUPK]
dan PPK] maka dapat kita ketahui, para pe-
rancang UUD 1945 tersebutdengan sengaja
menyusun UUD 1845 secara “singkat” dan
“soepel”, agar UUD itu menjadi acuan yang
mantap dalam masyarakat yang tumbuh di-
namis. Arlinya agar UUD 1245 dapat menye-
suaikan diri dengan perkernbangan zaman
dan dinamika masyarakat,

Dengan demikian UUD 1945 sebagai
landasan ketatanegaraan kita diharapkan
dapat menyengsong kehidupan bangsa dan
negara Indonesia pada masa
Dalam kaitan itu ada baiknya penulis me-
ngutip Penjelasan UUD 1945 sebagai be-
rikut:

* maka telah cukup fika Undang-undang
dasar hanya memuat aturan-aturan
pokok, hanya memuat Garis-garis Besar
sebagal instruksi kepada pemerintah
pusat,... sedang aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok itu
diserahkan kepada undang-undang
yang lebih mudah caranya membuat,
merubah dan mencabut”.?

kalimat tersebut di atas perlu kita kaitkan
dengan alinea yang menyusulnya, yang
berfungsi sebagal berikut: * yang sangat
penting dalam pemerintahan dan dalam hal
hidupnya negara ialah samangat, semangat
penyelenggara negara, semangat para
pemimpin pamerintahan...”

Damikian ketentuan yang ditegaskan
dalam penjelasan UUD 1845 tentang sangat
dimungkinkannya UUD 1245 mengikuti per-
kembangan zaman. Para pendiri negara kita
membedakan antara hukum dasar tertulis
yang hanya memuat aturan-aturan pokok
dangan undang-undang yang memuat aturan
penyslenggaraan. Para pendirl negara juga
menekankan pentingrya efika politk dan etika
moral penyelenggara negara dan penye-
lenggara pemerintahan, sebagaj unsur di-
namis yang bergandengan dengan hukum
dasar tertulls itu sendiri. Karenanya apa
yang harus dipertahankan adalah nilai-nilaj
dasarmya (hukum dasar), sedangkan imple-
mentasinya, yakni nilal instrumental (dalam
bantuk undang-undang) harus dinamis, arti-
nya dapat selalu berubah sesuai dengan
dinamike masyarakat, dengan kondisi yang
ada, misalnya dalam suasana tuntutan
reformasi sckarang kita dapat merubah se-
perangkat undang-undang yang menyeleng-
garakan ketentuan UUD 1945, seoperti
undang-undang pemilu, undang-undang
susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan
DPRD, Undang-undang Sistem Kepartaian,
Undang-undang Pemsrintahan di Daerah,
Undang-undang Keommasan, Undang-undang
Pokok Kepegawaian, dan sebagainya.

ltulah sebenamya strategi kita ke depan
dalam rangka pemahaman kita lebih lanjut
tentang UUD 1945 yang bersifat "singkat”
dan “soepel” yang dapat menjadi acuan
yang mantap dalam masyarakat indonesia
yang tumbuth dinarnis.

Dari apa yang dijelaskan di atas, dimak-
sudkan agar kita memahami nilal dasar dari
UUD 1945 tetap kita pertahankan, namun

‘Dahlan Thaib, Pancasfia Yuridis Ketatanegaraan, Penerbit UPPAMP YKPN, Cat. lll.

Yogyakarta, 1884, hal.1.
* Penjalasan Umam UUD 1846,
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perjabarannya dapat dikembangkan secara
kreatit dan dinamis dengan berbagei undang-
undang sesuai dengan perkembangan za-
man dan dinamika masyarakat, teriebin-lebih
di era reformasi ini.

Materl Muatan UUD 1845

Sebagian telah dikemukakan di atas,
konstitusi kita UUD 1945 merupakan hasil
pemikiran prima para pendiri negars yang
tergabung dalam BPUPK! dan PPKI. Dalam
wadah BPUPKI dan PPKI tersebut, para
pemimpin kita mengemulcakan pikiran dan
pendapatnya sebagai pejuang dan pemim-
pin rakyat yang belum diwarnai oleh pemi-
kiran-pemikiran politik praktis, sehingga
mereka dapat berbicara dalam kapasitas
sebagai negarawan. Dalam suasana persi-
dangan yang sangat terbuka dan toleran itu
para negarawan tersebut mengutarakan
wawasannya mengenai negara yang akan
dibentuk dan undang-undang dasar yang
akan dirumus.

Apabila kita mau membaca dan men-
dalami risalah sidang BPUPKI serta PPKI
antara bulan Mei sampai Agustus 1245, ma-
ka datam kalimat pidato para pendiri negara
tersehut, kita bisa merasakan getaran ke-
cintaan yang amat dalam dan tanggung-
jawab yang amat besar terhadap bangsa
dan negara yang akan didirikan itu.

Karena itu pulalah negarawan-negara-
wan tersebut bersikap bijaksana untuk tidak
mengatur sampai detail apa yang harus di-
lakukan oleh generasi penerus bangsa di
masa depan. Secara sadar para pendiri ne-
gara membuat dan merumuskan konstitusi

negara UUD 1945 pada “aturan-aturan po~
kolk™.

Kendatipun UUD 1945 membatasi diri
pada “aturan-aturan pokok”, tidak berarti UUD
1845 tidak mengatur hal-hal prinsipal seba-
gaimana layaknya konstitusi modem de-
wasa ini.

Para pendiri hegara kita telah berfikir
luas, sehingga saat itu Muhammad Hatta
menyatakan bahwa Undang-undang Dasar
yang sedang disusun itu adalah Undang-un-
dang Dasar yang modern.®

Sampal sekarangpun dan juga yang
akan datang kalau kita ingin jujur kita bisa
menyatakan bahwa UUD 1845 itu modem,
kerrena memberi peluang untuk dinamike di
samping berisi tentang muatan materi yang
antara [ain menjunjung tinggt hak-hak asasi
manusia.

Menurut Sri Sumantri, dengan mengutip
JG. Steenbeek Undang-undang Dasar Mod-
em, berisi tiga pokok mater muatan,* yaitu:
pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak
asas! manusia. Kedua, ditetapkannya su-
sunan ketatanegaraan suatu negara yang
fundamental. Ketiga, adanya pernbagian dan
pembatasan kekuasaan.

Dengan demikdan apa yang diatur dalam
setiap Undang-undang dasar merupakan
penjabaran ketiga materi muatan pokok
tersehut,

Dewasa ini di era reformasi salah satu
tuntutan edalah masalah yang mengenai
pembatasan kekuasaan, dan ujung-ujungnya
meryangkut UUD 1945, seakan-akan UUD
1245 tidak mengatur materi pembatasan
kekuasaan, karena itu UUD 19456 perlu
direformast.

SMuh.Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid 1, Yayasan Prapantia, Jakarta, 1959,hal 437
4 8ri Soemantri, Prosedur dan Sistermn Perubahan Konstitusi, PN. Ailumni, Bandung, 1978,

hal. 45.
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Karena itu untuk membuktikan bahwa
UUD 1845 mengatur tentang ketiga materi
muatan tersebut perlu dikemukakan pasal-
pasal dan ketentuan-ketentuan yang terkait

dengannya.

AdanyadJaminan HAM

UUD 1945 bila dikaji baik pembukaan,
Batang tubuh, dan penjelasan akan disarikan
setidaknya 15 prinsip hak asasi manusia,
yaitu (1) hak menentukan nasib sendiri
{alenia 1 Pernbukaan); (2) Hak akan warga
negara (pasal 26); (3} hak akan kesamasan
dan persamaan di depan hukum {pasal 27
ayat 1); (4) hak untuk bekerja (pasal 27 ayat
2); (5) hak akan hidup layak (pasal 27 ayat
2); {6) hak berserikat (pasal 28); (7) hak
menyatakan pendapat (pasal 28); (8) hak
beragama (pasal 29); (9) hak untuk membela
negara (pasal 30); (10) hak untuk pendiri
(pasal 31); (11} hak akan kesejahteraan sosial
{pasal 33): (12) hak akan jaminan sosial
(pasal 34); (13) hak akan kebebasan dan
kemandirian peradilan {penjelasan pasal 24
dan 28); {14} hak mempertahankan tradisi
budaya (panjslasan pasal 32); (15) hak mem-
pertahankan bahasa daerah {penjelasan
pasal 31).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, kita
tidak perlu buru-buru menafsirkan bahwa
UUD 1845 itu kurang menghargai hak-hak
asasi manusia, lantas karsnanya poriu di-
reformasi. Persoalan kita pada saat ini adalah
padatataran operasional, yaitu sejauhmana
hukum pesitif Indonesia dilaksanakan untuk
melindungi hak-hak asasi manusia. dewasa
ini dalam banyak produk perundangan , hal
ini bisa kita temui, baik produk perundangan
yang menyangkut hak-hak sipil maupun hak-
hak politik.

Tuntutan reformasi sebenarnya lebinh
mangacu pada tataran operasional, yakni
perbaikan kondisi hak-hak sipil dan politik

yang diakut dalam UUD 1945 yakni meliputi
sebagai berikut yaitu: 1). Hak-hak Sipil me-
liputi: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari
penangkapan dan penahanan sewenang-
wenang, hak untuk bebas dari panyiksaan
dan penganiayaan, hak atas bantuan hukum,
hak atas peradilan yang fair dan tidak me-
mihak. 2). Hak-hak Politik meliputi: hak atas
kebebasan bamerndiapat, hak atas kebebasan
herkumputl, hak atas kebebasan berserikat,
hak untuk diperiakukan sama di depan hu-
kum dan psmerintah, hak untuk turut serta
dalam a free election.

~ Dalam konsep UUD 19845 hak-hak sipil
dan halk-hak pelitik tidak dapat dipisahkan.
Tanpa adanya penghormatan terhadap hak-
hak sipil mustahil rakyat dapat hak-hak po-
litiknya.

Perbaikan kondisi hak-hak sipi! dan po-
litik harus manjadi aganda utama reformasi.
tegasnya reformasi tentang hak-hak sipil dan
politik ini adalah lewat sepsrangkat Undang-
undang bukan dengan jalan mereformasi
nilai dasarnya yakni kerangka UUD 1945,
Karena itu dalam praktek ketatanegaraan
dibutuhkan political will yang sungguh-
sungguh dari pemerintah dan penyelengga-
raan negara untuk menghargai dan meng-
hormati hak asasi manusia sebagaimana
diamanatkan oleh UUD 1945,

Susunan Ketatanegaraan yang
Fundamental

Susunan atau struktur ketatanegaraan
dalam UUD 1945 meliputi supra struktur po-
litik maupun infra strulktur politik. Mengenai
supra strukiur politik di samping diatur dalam
beberapa pasal UUD 1945 juga ditemukan
dalam penjelasan UUD 1945, yakni tentang
sistem pemerintahan negara yang terdiri dari
tujuh kunci pokok, secara berturut-turut; (1)
negara hukum; (2) negara konstitusional; {3)
kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat
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dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR;
{4) Presidan adalah penyelenggara peme-
rintahan negarma tertinggt di bawah MPR; (§)
Presiden tidak bertanggungjawab terhadap
DPR; (8) Menteri-mentert adalah pembantu
Prasiden; dan (7) Kekuasaan Presiden tidak
tak terbatas, Dengan demikian dari tujuh
kunci pokck tersebut, empat diantaranya
bericenaan dengan Prasiden, satu DPR dan
satu tentang MPR. Ketiga supra struktur
politik itulah pada hakikatnya intf dari sistem
pemerintahan menurut UUD 1845, Karena
itu pula peran dari MPR, DPR dan Presiden
sebagai supra struktur politik dalam sistem
UUD 1845 sangat menentukan dalam rangka
mencapai tujuan negara,

Apabila salah satu di antaranya berperan
tidak semestinya maka mesin pemerirtahan
negara akan pincang sebagaimana kita
saksikan selama tiga dasa warsa ini.

Kepincangan ini dapat kita lihat betapa
dominannya Presiden di satu pihak dan
lemahnya DPR dan MPR di pthak lain. Maka
adalah logis apabila tuntutan tentang revita-
lisasi DPR, MPR begitu bergema di era
reformasi sekarang ini. Tuntutan reformasi
itu antara lain merubah undang-undang ton-
tang susunan dan kedudukan MPR, DPR
dan DPRD, merubah undang-undang Pemilu
dsb.

Sedangkan infra struktur politik satu
negara pada umumnya terdiri dari ima kom-
ponen politik, yalitu partai politik, golongan
kepentingan, golongan penekan (presure
group). Alat komunikasi pelitik dan tokoh
politik (poiitical figure). Tentang infra struldur
politik ini diatur dalam pasal 28 UUD 1845,

Banyak persoalan pokok menyangkut
persepsi dan pemahaman tentang berbagai

segi kehidupan kenegaraan mengenai infra
struktur politik di masa lalu antara [ain, ma-
salah kebebasan berbicara dan menge-
mukakan pendapat, kebebasan pers, hak
berserikat, masalah demokrasi dan demo-
kratisi, peranan pantai politik, ABRI dan lain
sebagainya.

Karena itu era reformasi ini banyak kon-
sep perlu ditinjau kembali dikaji ulang dan
direformasi karena memang keliru dan tidak
sesuai lagi dengan perkembangan zaman
dan dinamika masyarakat, seperti UU ten-
tang sistem kepartaian, undang-undang
keommasan, undang-undang pokok pers dan
lain-lain sebagai pelaksanaan dari ketentian
pasal 28 JUD 1845,

Pembatasan Kekuasaan

Pendiri negara Repubiik Indonesta cukup
menyadari unfuk apa undang-undang dasar
ditetapkan. Tidaklah berlebthan apabila kita
mengatakan bahwa UUD 1945 dengan se-
ngaja ditstapkan uriuk membatasi keluasaan
yang terdapat dalam negara, dan juga se-
bagai konsekuensi adanya negara.

Secara teoritis pembatasan kekuasaan
itu melingkupi antara lain: (1) Periodisasi
kekuasaan; (2) Pengawasan kekuasaan; (3)
pertanggungiawaban kekuasaan.

Apabila kita berbicara soal pembatasan
periodisasi kekuasaan maka kita akan
memperoleh isyarat adanya mekanisms
lima tahunan kakuasaan dalam UUD 1945,

Siklus atau mekanisme kekuasaan [ima
tahunan ini dalam praktek ketatanegaraan
megnurut UUD 1845 dapat diuraikan sebagai
berikut:® 1). Rakyat mengadakan pemilihan
umum membentuk MPR/ DPR setiap lima

tPadmo Wahyono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, CV. Rajawali, Jakana,

1884, hal.15.
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tahun sekali; 2). MPR menetapkan GBHN
sebagai pedoman operasional kegiatan
kenegaraan untuk jangka waktu lima tahun;
3). MPR memilih Presiden dan Wakil Pre-
siden untuk pariode walktu lima tahun (pasal
7); 4). DPR mengawasi Jalan pemerintahan
yang dipimpin oleh Presiden dalam jangka
waktu lima tahun (Penjelasan UUD 1845);
5). Presiden memberikan pertanggungja-
waban akhir masa jabatan lima tahunan
pada MPR; 6). Rakyat kemball mengada-
kan pamilihan umum urduk membentuk MPR
(rangkaian kegiatan berulang kembali se-
bagai realisasi proses pereodesasi ke-
kuasaan lima tahun).

Dari siklus di atas, termyata dalam UUD
1845 supra struldur politik Indenesia intinya
adalah pada tiga lembaga negara yaitu
MPR, DPR dan Presiden. Namun demildan
kekuzsaan Praskian atau kekuasaan elseladif
sangat menonjol dalam UUD 1945,° seperti:
presiden tidak bertanggungjawab kepada
DPR; Presiden ialah penyelenggara
pemerintahan tertinggt di bawah MPR; pre-
siden memegang kekuasaan membentuk
Undang-undang dengan persstujuan DPR;
prasiden memegang kekuasaan atas ang-
Katan darat, laut dan udara (kekuasaan mi-
liter); presiden memegang kekuasaan diplo-
matik; prasiden menyatakan keadaan bahaya,
dan lain sebagainya.

Dengan demikian konsentras] kekuasa-
an menurut UUD 1845 memang ditangani
Presiden. Narmun demikian apakah ruang
lingkup kekuasaan Presiden tidak terdapat
pembatasan? Sangat dominannya kekuasa-
an Presiden sehingga terkesan diktator me-
rupakan salah satu alasan mengapa UUD
1845 perlu dirsformasi.

Kekuasaan Presiden sangat besar dan
luas memang harus diakui, tetapi itu bukan
berarti kekuasaan tersebut tidak terbatas.
Pembukiian adanya tentang pembatasan
kekuasaan Prosiden dapat kita lihat pada
Penjelasan UUD 1845 tentang sistem pe-
merintahan negara Angka V(| yang menya-
takan“kekuasazan Kepala Negama tak terbatas™.

Sekalipun Presiden menurut UUD 1945
(sistem Pemerintahan Negara Angka Ro-
mawi V) fidak berianggungjawab kepada
DPR, akan tstapi ia sebagai Mandataris MPR
atialah funduk dan bertanggungjawab kepada
MPR. Di samping itu pula fungsi pengawasan
dari DPR terhadap Presiden, inipun mem-
batasi kekuasaan Presiden. Di dalam peng-
awasannya jika Dewan menganggap bahwa
Preskiensungguh-sungguh melanagar Haluan
Negara yang telah ditetapkan cleh UUD
1245 atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat
diundang untuk persidangan istimewa agar
supaya bisa minta pertanggungjawaban
kepada Presidan,

Dengan argumentasi konstitusional ter-
sebut di atas, maka sebenamya UUD 1845
telah mengatur materi muatan mengenai
pembatasan kekuasaan. Dawasa ini ter-

‘nyata masalah pembatasan kekuasaan

telah menjadi isu perlunya reformasi UUD
1845,

Refermas) Hulcum Tata Negiara

Banyak definisi atau pengertian yang
diberikan tentang Hukum tata negara, salah
satu di antaranya memberikan pengertian
bahwa Hukum Tata negara adalah seperang-
kat kaedah-kaedah hukum yang mengatur

organisasi negara. Dan seperangkat kaedah-

®Dahlan Thalb, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Cet.ll. Liberty,

Yogyakarta, 1993, hal 25.
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kaedah hukum itu tidek lain adalah kons-
fitusi.

Karena ftu kalau kita bicara tentang
reformasi Hukum Tata negara berarti kita
berbicara tentang konstitusi. Konstitusi da-
lam pengertian luas mencakup baik yang
tertulis (UUD) maupun yang tidak tartu[is
(konvensi}.

Dalam kehidupan bemegara secara
modern edanya undang-undang dasar atau
konstitusi adalah keharusan, sebagal suaty
tuntutan yang tidak dapat dipisahkan dari
keinginan untuk mencapai cita-cita kehi-
dupan bemegara. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa negara dan konstitusi me-
rupakan dua lembaga yang fidak dapat
dipisahkan.’

Sebagai hukum dasar, maka undang-
undang dasar periu diberi sifat luhur dan ke-
kal, sifat yang luhur dari undang-undang
dasar bararti bahwa undang-undang dasar
diberi sifat sebagai bantuk peraturan yang
tertinggi kalau dibandingkan dengan bentuk
peraturan dan ketetapan yang lainnya. Oleh
karena itu datam hirarkhis perundang-un-
dangan, Undang-undang dasar berada di
puncak piramida, sedangkan ketentuan lain
berata di bawah Undang-Undang Dasar.®

Sedangkan sifat kekal dari Undang-
Undang Dasar dimaksudkan bahwa sebuah
Undang-Undang dasar sedapat mungkin dan
sejauh mungkin dihindari dari terjadinya
perubahan atau pergartian, karena bagaima-
napun juga terjadinya perubahan atau per-
gantian Undang-Undang Dasar akan banyak
membawa konsekuensi di bidang politik
ketatanegarear.

Menunt K CWheare® ada sasaran yang
hendak dituju dalam usaha memperta-
hankan konstitusi dengan jalan mempersulit
perubahannya, antara [ain ialah: 1). Agar
perubahan konstitusi dilakukan dengan
pertimbangan yang masak, tidak secara
serampangan dan dengan sadar (dikehen-
daki); 2). Agar rakyat mendapat kesem-
patan untuk menyampaikan pandangantya
sebelum perubahan dilakukan; 3). Agar
supaya hak-hak perseorangan atau kefom-
pok, seperti kelompok minoritas bahasa
atau kelompok minoritas agama atau kebu-
dayaan mendapat jaminan,

Namun demikian pada sisi lain juga
dapat dipahami bahwa tiada satu sistem
ketatanegaraan yang digambarkan dalam
konstitusi atau Undang-Undang Dasar su-
dah sempuma saat dilahirkan, karens dia
adalah produk zamannya. Dapat terjadi bah-
wa dalam perkembangan berikutnya men-
|adi tidak serasi dengan kebutuhan zaman
dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu
ada kalanya suatu Undang-Undang Dasar
dirubah atau diganti dengan Undang-Un-
dang Dasar yang baru. Hal semacam ind
terjadi kalau dianggap batwa Undang-Undang
dasar tidak lagi mencerminkan konstelasi
politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan
aspirasi rakyat,”

Berhubungan dengan itu kepada Un-
dang-Undang dasar selalu diberi clausule,
diberikan kesempatan untuk diadakan per-
ubzhan. Dalam teon ketatanegaraanterdapat
beberapa macam prosedur dalam mengubah
Undang-Undiang Dasar,™ yaitu: 1). Perubah-

Sri Soemantr, Op.Cit, hal.1.

Slsmall Suny, Mmmommpammmumsm 1977, hal. 14,

oMirtam

"C.F. Strong, Modem Political Constitution, 1930 hal. 146-148.

No. 10 Vol. 5 (7 1983

15




Dahian Thalb

an konstitusi yang dilakukan cleh pemegang
kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut
pembatzsan-pembatasan tertenty; 2). Per-
ubahan kenstitusi yang dilakukan oleh rakyat
melalul satu referendum. 3). perubahan kons-
titusi yang dilakukan dalam suatu kenvensi
atau dilakukan olsh suatu lembaga negara
kiwsus yang dibentuk hanya untuk keper-
luan perubahan,

Solain masalah cara atau prosedur

perubahan konstitusi seperti dikemukakan
di atas, ada masalah lain yang juga perlu di-
kemukakan dalam rangla mengubah undang-
undang dasar yaitu “sistem” yang dipergu-
nakan,
Pada dasamya ada dua sistem yang di-
pergunaican, yaiie™ 1). Apahila suatu Undang-
Undang Dasar diubah, maka yang akan
berlaku adalah Undang-tUndang desar atau
konstitusi yang baru secara keseluruhan;
2). Apabila suatu konstitusi diubah, maka
konstitusi yang “asii® tetap berlaku. Perubahan
tarhadap konstitus! teraebut merupakan
amandemen dari konstitust yang asli tadi.
Dengan perkataan lain amandamen tersebut
merupakan atau menjadi bagian dari kons-
titusinya.

Salah satu tuntutan reformasi dewasa
ini adalah reformasi terhadap Undang-
Undang dasar 1845. Pertanyaannya adalah
apakah mungkin mearaformasi UUJD 1945,
Untuk mancari jawab pertanyaan tersebut
kita pergunakan kerangka sistem dan kons-
titusi yang ada yaitu UUD 1245, Di Indone-
sia wewenang untuk mengubah UUD 1845
ada di tangan MPR, Pasal 37 UUD 1945
menyatakan bahwa untuk mengubah UUD
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumiah anggota
MPR harus hadir (ayat 1). Selanjutnya dalam
ayat 2 dinyatakan bahwa putusan diambit

dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/
3 dari jumlah anggola yang hadir.

- Pasal 37 UUD 1845 menampung dinamika
masyarakat dalam barnegara. Artinya
sebagaimana telah penulis kemutcakan di
atas, UUD 1845 adalah produk masanya,
sebagai hasil pemildran para negarawan
penyusunnya pada waktu itu. Dalam kurun
waktu perkembangannya mungkin saja
terasa sesuatu yang periu dirubah dalam
UUD 1845 sebagai perangkat sistem ke-
tatanegaraan Indonesia.

Namun demikian bagaimana cara atau
sistem merubahnya. Gagasan parubahan
UUD 1845 selalu melahirkan kutub-iastub
perbedaan, Ada yang menganggap bahwa
harus ada perubahan terhadap UUD 1945,
dan ada yang berkehendak agar tetap
dipertahankan. Pihak yang menghendaki
perubahan UUD 1945 mendasarkan penda-
patnya pada pasal 37 UUD 1845 dan petr-
kembangan masyarakat yang menuntut
penyesuaian aturan yuridisnya. Perubahan
UUD 1945 merupakan pencerminan dari
efektifitas implementasinya, di samping
perubahan merupakan haf yang lestari. Se-
dangkan pihak yang berkehendak agar tetap
dipertahankan mendasar pendapatnya akan
nitai-nilaf Iuhur yang terkandung datam UUD
1845, yakni nilai KeTuhanan, nilai keke-
luargaan, nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai
negara hukum, dan sebagainya, di samping
UUD 1245 itu sendini luwes dapat menye-
suaikan diri dengan tuntutan zaman dan
dinamika masyarakat.

Sebenarnya perubahan UUD 1845
merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi,
karana memang diatur dalam pasal 37 UUD
1945, apabila lembaga yang berwenang
yakni MPR mempunyai keinginan politik

28ri Soemantri, Op.Git, hal.71.
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untuk perubahan itu, sepanjang perubahan
itu tidak mengubah Pembukaan UUD 19485,
karena di dalam Pembukaan UUD 1945
terdapat rumusan Dasar Negara, juga bagian
yang tak temisahkan dari Proklamasi.
Terkait dengan apa yang dikemukakan
di atas, maka dalam suasana reformast
sekarang, perubahan terhadap UUD 1845
jangan berfikir secara keflmuan semata-
mata tanpa mempertimbangkan manfaat
dan madlarat yang bisa ditimbulkan karena
‘pikirannya, yakni rubah UUD 1845, Toh MPR
berwenang untuk itu. Hendakrnya perubahan
terhadap UUD 1845 tidak hanya mempertim-
bangkan segi keilmuan, juga hendaknya
mempertimbangkan faktor-faktor lain, misal-
nya:™® 1). Rakyat Indonesia sejak berlaku-
nya kembali UUD 18485, melalui Bekrit Pre-
siden 5 Juli 1859 hingga saat ini telah berse-
pakat untuk menerima dan membertiakukan
UUD 1948 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta
tanggal 22 Juni 1845; 2). Pernyataan pene-
rimaan dan persetujuan rakyat atas Delrit
Presiden 5 Juli 1258 terssbut dilakukan me-
lalui DPR hasil Pemilu pertama tahun 1955,
Pemilu yang diakui oleh seluruh lapisan
masyarakat sebagai pemilu yang paling
luber, jurdil, dan bersih. 3). Upaya unfuk
melakukan suatu perbaikan atau penyem-
purnaan, memang bukan suatu kejahatan,
bahkan dapat merupakan suatu kebaikan
dan kebajikan. Akan tetapi bila kita hadapi
dua hal sekaligus tatkala hendak melaku-
kan suatu perbuatan, yakni imbulnya manfeat
dan madlarat, maka bagi ummat Islam yang
mayoritas penduduk Indonesia, pasti akan
memperhatikan apa-apa yang diajarkan
agamanya. Islam melalui kaidah usul figh
menyatakan: * Apabila kita bemiat melaku-
kan suatu kebajikan, namun di samping

kebafikan yang akan di hasilkan akan timbul
pula kemadlaratan, maka didahulukantah
meancegah kemudiaratannya®.

Mengubah UUD 1945 yang jelas akan
menimbulkan pro dan kontra yang berke-
panjangan yang akan melibatkan selurub
lapisan masyarakat, akan membawa kema-
dlaratan yang sangatbesar, -

Karena itu berdasarkan pandangan di
atas, hendaknya dalam era reformasi dewasa
ini, pembaharuan yang seharusnya dilaku-
kan adalah pembaharuan yang demokratis
dan konstitusional. Jadi bukan pembaharuan
melalui Jalan “revolusi® yang mendambakan
jalan kekerasan dan radikal. :

Apakah sebenamya makna “permnbaha-
ruan’, danapakah pembaharuan itu dimung-
kinkan oleh UUD 1245, Pentanyean ini se-
dikit tidaknya sudah terjawab di atas. Kata
“pembaharuan® atau ‘reform” dalam bahasa
Inggris, menunjukkan pada suatu perubahan
atau pembaharuan dalam kerangka suatu
konstitusi, jadi melaluj dan dalam kerangka
sistern, tidak di luar, apalagi dengan meng-
gantikan sistern yang ada. Pasal 37 UUD
1945 hanya membaeri peluang untuk “meng-
ubah® bukan mengganti UUD 1845. Karena
itu UUD 1245, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan dan maksud-maksud seperti
telah disebutkan di atas, dapat ditempuh
dengan sistem yang kedua yaknl melalui
pambuatan amandemen-amandemen, TAP
MPR,maupun perundang-undangan biasa,
yang seperti ditegaskan dalam Penjelasan
UUD 1948 lebih mudah caranya membuat,
marubah dan mencabut®.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat
dikemukakan beberapa ketentuan yang
periu direformast yang kini sedang kita ha-
dapi dan belum tertampung dalam UUD

" "Hartono Mardjono, Reformasi Politik Suatu Keharusan, Gama Insani, Jakaria, 1988, hal,55.
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1945, misainya: 1). Kita belum memiliki
mekanisme untuk menguji UU atau judiclal
review; 2). Perlu dibuat UU maengenai kontroV/
pengawasan DPR terhadap Presiden/pe-
merintah; 3). Evaluasi pertanggungiawaban
Presiden olsh MPR yang memilih Presiden,
bukan MPR baru; 4). Akhimya mengenai
ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi
“Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama masa lima tahun dan se-
sudahnya dapat dipilth kembali”. Pasal 7 ini
mameriukan penjelasan lebih lanjut, misal-
nya Presiden cukup dipilih untuk dua periode
saja.

Sementara itu sebagaimana dikemu-
kakan di atas semua lembaga-lembaga
demokrasi seperti sistern kepartaian, sistem
pemilu, sistem pamerintah daerah dan lain-
lain pertu pembaharuan. UUD 1845 memuat
ketentuan-ketentuan yang memungkinkan
adanya pembaharuan atau reformasi.

Di samping itu sebagaimana telah penulis
jelaskan di atas bahwa konstitusi dalam ari
luas mancakup juga Hukum Dasar yang
tidak tertulis, yakni konvensl, Karena itu
untuk masa-masa yang akan datang periu
dikembangkan barbagai konvensi dalam
prakiek ketatanegaraan, seperti misalnya
MPR bersidang satu kali dalam satu tahun,
menteri kabinet sebelum diangkat dikonfirma-
sikan terlebih dahulu cleh Presiden kepada
DPR, menteri-manteri kabinet berasal dari

seluruh kekuatan sosial politik, wakil pre-
siden bersama-sama Presiden bertanggung-
jawab kepada MPR dsb. e
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